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Abstrak

Wilayah Pesisir merupakan wilayah yang bermanfaat karena memiliki kekayaan sumber daya alam bernilai ekonomis tinggi tetapi juga rentan terhadap gangguan misalnya kegiatan pembangunan. Pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Kupang memiliki beberapa rujukan peraturan daerah namun terdapat beberapa rumusan pasal yang saling berkontradiksi satu dengan yang lain dan aparat penegak hukum pun mengeluarkan kebijakan yang melenceng dari peraturan daerah yang ada sehingga penegakan hukum atas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir sulit dilakukan.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa bangunan yang melanggar  ketentuan perizinan untuk pembangunan di wilayah pesisir. Hal ini dilakukan demi keuntungan ekonomis  tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup dan tata ruang yang baik. Akibatnya bencana gelombang pasang air laut yang destruktif menjadi tak terelakkan.
Oleh karenanya, perubahan substansi peraturan daerah harus dilakukan dan perubahan mentalitas apatur penegak hukum mutlak dilakukan sehingga pembangunan di wilayah pesisir ke depannya dapat berpondasi kuat pada hukum dan bukan atas dasar kepentingan dan kekuasaan belaka. 
*Kata Kunci : Kegiatan Pembangunan, Tata Ruang, Wilayah Pesisir*

Abstract
Costal region of an urban area is a crucial region.  It has a wealth of natural resources of high economic value while at the same time is prone to adverse affects due to interference of development activities.  Coastal region of Kupang is one of this.  There have been various regulations with which utilization of the region must comply but within those regulations themselves there exist contradictory terms. In addition to it,  law enforcement officials had issued policies that deviate much from the existing regulations in such a way that the enforcement of these regulations meet with difficulties.  Furthermore,  this research discovered that there exist some buildings on the region whose construction do not comply with licensing requirements,  the incompliance of which was done for the sake of economic gain without the least consideration about the environmental aspects and proper land use.  Consequently,  catastrophic tidal wave of sea water becomes inevitable.  This research therefore indispensably recommends that changes be made into local regulations,  transformation be introduced into mentality of law enforcement officials as to guarantee that future development in coastal region will have a strong regulatory foundation and not based on interests of public authority and sheer power.
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Pendahuluan 
Indonesia adalah negara kepulauan sehingga terdapat wilayah pesisir yang bermanfaat karena memiliki kekayaan sumber daya alam bernilai ekonomis tinggi tetapi juga rentan terhadap gangguan misalnya kegiatan pembangunan. Pengaturan tentang wilayah pesisir terdapat dalam UU. No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
 dan berdasar atas itu maka Kota Kupang yang memiliki wilayah pesisir pun telah membentuk Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
. Selain itu terdapat juga rujukan peraturan lain yakni Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 jo. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang tahun 2011-2031 
. Namun dari ketiga Perda diatas terdapat kontradiksi antara rumusan ketiga Perda tersebut terkait batas minimum garis sempadan pantai maupun antar pasal dalam Perda RTRW. Selain itu, diterbitkannya izin untuk melakukan pembangunan di wilayah pesisir kepada para pengusaha dan atau masyarakat yang melanggar ketentuan ketiga Perda tersebut di atas mencerminkan lemahnya penegakan hukum atas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Kota Kupang. 
Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan artikel ini yaitu :
1. Mengapa terdapat kontradiksi dalam substansi Perda Pengelolaan Pesisir dan Perda RTRW?
2. Apakah Perda Pengelolaan Pesisir dan Perda RTRW telah dapat menjamin penegakan hukum atas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Kota Kupang? 

Metode penelitian

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau yang disebut pula sebagai penelitian lapangan. 
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang, khususnya pada kelurahan Pasir Panjang dan Kelapa Lima serta pada beberapa instansi yang terkait dengan topik artikel. 
Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung melalui penelitian di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. 
Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik  Pengumpulan Data

Untuk data primer teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara berfokus (focused interview) . Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research).
Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui 3 tahap yakni :

(1) Editing, yaitu mengedit atau memeriksa kelengkapan dari semua data yang diteliti ; (2) Klasifikasi Data, yaitu melakukan klasifikasi data sesuai jenisnya untuk menentukan kebenaran dan keakuratan data yang telah terkumpul sehingga tidak menimbulkan bias atau penyimpangan dalam analisis selanjutnya; (3) Tabulasi Data, yaitu semua data yang telah diedit dan diklasifikasi kemudian dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi sederhana.
Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yakni suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

Pembahasan

Hal-hal yang menyebabkan Kontradiksi Substansi Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda Rencana Detail Tata Ruang
Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran yang dominan mengatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum 
.

Senada dengan itu, Bernard L. Tanya menyatakan bahwa penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Penegakan hukum di sini  tidak mengenal istilah “dengan syarat“. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan
.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Responden ditemukan beberapa faktor penyebab kontradiksi substansi Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda Rencana Detail Tata Ruang antara lain :

1. Perda RTRW dan Perda RDTR dibuat dengan kurang mempertimbangkan  aspek lingkungan hidup di wilayah pesisir ;
Hal  ini  terungkap  dari  wawancara  dengan Responden yang berprofesi  sebagai  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Kota  Kupang 
. Dalam  UU.  No.  27  tahun  2007  jo.  UU. No.1 tahun 2014 
 maupun Perda Pengelolaan Pesisir ditegaskan bahwa batas sempadan pantai adalah 100 meter. Namun dengan alasan telah terjadi deviasi pantai di kota kupang maka dalam Perda RTRW batas sempadan pantai ditentukan dapat lebih kecil dari 25 meter dari titik pasang air laut tertinggi dan dalam Perda RDTR ditetapkan bahwa sempadan pantai adalah minimal 15 meter dari pasang tertinggi. Dengan demikian, batas sempadan pantai yang digunakan sebagai dasar dalam pembangunan di Kota Kupang adalah Perda RDTR dengan batas garis sempadan pantai 15 meter. Padahal seharusnya batas minimum sempadan pantai yang digunakan sebagai rujukan dalam pembangunan di wilayah pesisir adalah Perda Pengelolaan Pesisir dengan ketentuan 100 meter karena didasarkan pada pertimbangan perlindungan bencana alam, ekosistem pesisir dan akses publik terhadap pantai. Namun demi kepentingan sekelompok elit, dampak negatif yang ditimbulkan atas lingkungan dan ekosistem di wilayah pesisir pantai diabaikan oleh para pembuat Perda RTRW dan Perda RDTR. 
2. Kajian dan analisis yang kurang cermat saat membuat rancangan Perda RTRW ;
Hal ini terlihat pada tabel berikut :



Tabel 1 Kontradiksi Pasal Dalam Perda RTRW
	No.
	Substansi/Bunyi Pasal 
	Analisis

	1.
	Pasal 29 ayat 1 berbunyi : “ Rencana pola ruang dan wilayah daerah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya ”. Selanjutnya pasal 29 ayat 2 berbunyi : “Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlidungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau kota, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana.
	Kedua pasal ini lebih diperjelas dengan substansi/bunyi pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa kawasan perlidungan setempat salah satunya adalah kawasan sempadan pantai.

Selanjutnya pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa kelurahan Kelapa Lima dan Pasir Panjang termasuk dalam kawasan sempadan pantai yang dilindungi. 



	2.
	Pasal 34 huruf a berbunyi : “ kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan tsunami, gelombang pasang dan abrasi disepanjang pantai teluk Kupang mulai dari Tenau sampai Lasiana”.
	Rumusan pasal ini mengandung arti bahwa kawasan rawan bencana juga meliputi kawasan pantai Pasir Panjang dan Kelapa Lima yang merupakan locus penelitian dari peneliti.

	3.
	Pasal 39 ayat 2 huruf a berbunyi: “Rencana kawasan pariwisata alam meliputi di sepanjang pantai Teluk Kupang mulai dari pantai Tenau sampai Lasiana”.  


	Rumusan pasal ini mengartikan bahwa kawasan pantai Pasir Panjang dan Kelapa Lima juga termasuk kawasan pariwisata alam. Menurut pasal 1 angka 27, kawasan pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesbilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

Rumusan pasal 1 angka 27 ini menyebabkan pembangunan fasilitas umum (berupa hotel dan restoran) di wilayah pesisir menjadi hal yang  tak terelakkan demi mendukung peningkatan sektor pariwisata. 



	4.
	Pasal 10 ayat 3 huruf b berbunyi : “membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan yang berfungsi lindung agar daya dukung lingkungan kota tetap terjamin”. 
	Rumusan pasal ini kontradiksi dengan rumusan pasal 39 ayat 2 huruf a dan pasal 1 angka 27.

	5. 
	Pasal 52 ayat 8 huruf a berbunyi: ”ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana adalah membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana”.
	Rumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 34 huruf a.


Jika satu kawasan yang berfungsi lindung karena merupakan sempadan pantai dan rawan bencana sangatlah tidak logis jika pada kawasan tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan pariwisata yang harus menyediakan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berupa hotel dan restoran. Penetapan satu kawasan yang dibebani dua fungsi yang berbeda dan bertolak belakang ini mencerminkan kekurangcermatan kajian dan analisis dari penyusun rancangan Perda RTRW ini.

3. Kentalnya ego sektoral para pihak yang menyusun dan mengusulkan rancangan Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR ;
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Responden
 diketahui bahwa kewenangan untuk mengusulkan rancangan Perda RTRW Kota Kupang adalah pada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang
. Selanjutnya menurut beliau, Perda Pengelolaan Pesisir yang diundangkan pada tahun 2007 disinyalir merupakan Perda yang disalin dari daerah lain dan diberlakukan di Kota Kupang sehingga rumusan pasal yang terkait dengan penentuan batas garis sempadan pantai 100 meter dinilai bertentangan dengan kondisi riil wilayah pesisir yang ada di Kota Kupang. 

Responden pada kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang mengatakan bahwa pembuatan dan pengusulan rancangan Perda RDTR adalah menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang (DPRTR) Kota Kupang
. Sedangkan Responden pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang
 mengatakan bahwa antara Perda Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR tidak terkoneksi dengan baik. Karena terdapat ketidaksesuaian substansi/isi pasal tentang penentuan batas garis sempadan pantai antara ketiga Perda ini sehingga tidak ada satu rujukan yang pasti tentang garis sempadan pantai. 
Seharusnya pengaturan hukum mengenai batas garis sempadan pantai melibatkan banyak sektor yang berkompeten sehingga kontradiksi antara Perda Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR tidak terjadi.
Penegakan Hukum Atas Kegiatan Pembangunan di Wilayah Pesisir Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang mungkin dilakukan oleh beberapa dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir masih sangat terbatas pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Renstra dinas masing-masing. Selain itu, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah membuat mandul Perda yang ada karena kebijakan sebenarnya adalah penyimpangan terhadap aturan hukum
. Responden mencontohkan pembangunan Hotel Barata di Kelurahan Kelapa Lima yang telah menyalahi aturan dalam Perda RTRW (pasal 52 ayat 3 huruf f) dan Perda RDTR pasal 44 ayat (2) huruf  a  yang menetapkan  bahwa  batas  garis  sempadan  pantai  dapat  kecil dari  25  meter  dan  minimal  15  meter.  Hotel  ini  dibangun  tepat di garis pantai (longshore) dan menghalangi akses publik untuk  menikmati  pantai;  Hotel  Barata  telah  memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Kupang dengan nomor 054/BPPT/640.644/002.KKL/I/2012 
. Jika IMB telah dikantongi maka advice plan
 (yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) atas rekomendasi dari DPRTR serta UKL-UPL yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah juga pasti telah dimiliki
. Kepemilikan IMB mengasumsikan bahwa aturan hukum yang terkait pengelolaan pesisir dan rencana tata ruang tidak diterapkan secara benar dan adil bagi mereka yang hendak membangun di wilayah pesisir serta kekuatan lain di luar hukum yang mengintervensi penegakan hukum atas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir.

Contoh lain adalah perihal pembangunan Hotel Sotis dan restoran B&B Kitchen and Lounge di Kelurahan Pasir Panjang. Perda RDTR
 mensyaratkan tentang batas RUMIJA (ruang milik jalan) untuk Jalan Timor Raya sebesar 20 meter, sedangkan realitanya hotel dan restoran ini memiliki RUMIJA kurang dari 20 meter yang mana hal ini menyalahi aturan dalam Perda RDTR. Kemacetan lalu-lintas pun tidak dapat dihindari karena banyaknya kendaraan yang diparkir di badan jalan. Namun dengan alasan kebijakan dari Kepala Daerah untuk menarik Investor masuk ke Kupang maka Perda tersebut dilanggar. Hal ini jika dikaitkan dengan Teori “Bekerjanya Hukum” yang dikemukakan oleh Robert Seidman
 menjadi benar adanya yakni bahwa suatu norma/aturan hukum yang dibuat oleh pembuat hukum akan mendapat tantangan dari kepentingan-kepentingan dan kelas sosial yang berlawanan sehingga lembaga yang seharusnya menegakkan aturan hukum justru akan membangun tingkah lakunya sendiri. Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW maupun Perda RDTR yang telah dihasilkan oleh lembaga pembuat Undang-Undang secara tegas memberikan rambu-rambu dalam melakukan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir namun karena kepentingan kelas Pengusaha dan atau Investor yang menggunakan faktor non hukum (faktor kedekatan emosional dengan aparat penegak hukum dan faktor bargaining position yang menjanjikan bagi kemajuan perekonomian daerah) sehingga dikeluarkanlah kebijakan tersebut. 
Selanjutnya,  penertiban atas bangunan yang melanggar ketentuan Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR sebenarnya merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja
. Adapun tugas dari Satpol PP sebagaimana terdapat dalam rumusan pasal 4 PP Nomor 6 tahun 2010 adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Namun selama ini di Kelurahan Pasir Panjang dan Kelapa Lima penegakan atas Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR belum dilakukan secara optimal karena penertiban yang dilakukan terbatas pada bangunan-bangunan darurat yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima untuk berjualan. Sedangkan bangunan-bangunan besar seperti hotel dan restoran yang jelas melanggar ketentuan ketiga Perda tersebut tidak dilakukan secara benar dan adil. Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat sebagai pelaku pembangunan di wilayah pesisir
 ditemukan bahwa hampir 80% bangunan yang melanggar ketentuan Perda RDTR
 karena membangun kurang dari batas minimum wilayah sempadan pantai yakni tidak boleh kurang dari 15 meter (tabel 2). Hal ini mengakibatkan para Responden mengalami bencana gelombang pasang air laut sehingga merusak bangunan tempat tinggal maupun tempat usaha yang ada. Meski demikian, Responden tidak peduli dengan keselamatan dirinya dan lebih mengutamakan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari letak tempat usahanya yang memiliki keunggulan pemandangan laut (sea-view). 
Tabel 2.Data Jarak Bagian Belakang Bangunan dengan Batas Sempadan Pantai

	No.
	Jarak Bagian Belakang Bangunan dengan Sempadan Pantai 

(meter)
	Frekuensi
	Prosentase

	1.
	< 1 meter
	2
	20 %

	2.
	1 s/d 5 meter
	3
	30 %

	3.
	6 s/d 10 meter
	2
	20 %

	4. 
	10 s/d ≤ 14 meter
	1
	10 %

	5.
	≥15 meter 
	2
	20 %

	
	Total
	10
	100 %


Tabel  3.  Data Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Bangunan Yang Harus 

      Dimiliki Oleh Responden Masyarakat di Wilayah Pesisir 
	No.
	Jenis Peruntukan Bangunan


	Dokumen Kepemilikan Bangunan
	Frekuensi
	Prosentase

	1.
	Rumah Tempat Tinggal
	a. Sertifikat Tanah
	1
	10 %

	
	
	b. Sertifikat Tanah dan IMB


	2
	20 %

	2.
	Tempat Usaha 
	a. Sertifikat Tanah


	-
	-

	
	
	b. Sertifikat Tanah dan IMB


	-
	-

	
	
	c. IMB, SIUP, SITU


	1
	10 %

	
	
	d. IMB, SITU, UKL-UPL


	1
	10 %

	
	
	e. SITU


	1
	10 %

	
	
	f. Sertifikat Tanah, IMB, SITU, UKL-UPL


	1
	10 %

	
	
	g. Sertifikat Tanah, IMB, SITU, SIUP, UKL-UPL


	1
	10 %

	3.
	Rumah Tempat Tinggal sekaligus Tempat Usaha 
	a. Sertifikat Tanah
	1
	10 %

	
	
	b. Sertifikat Tanah dan IMB
	-
	-

	
	
	c. SITU
	-
	-

	
	
	d. Sertifikat Tanah, IMB, SITU
	-
	-

	
	
	e. Sertifikat Tanah, IMB, SITU, UKL-UPL
	1
	10 %

	
	Total
	
	10
	100 %


Berdasarkan data pada tabel 3 nampak bahwa masih terdapat masyarakat yang memiliki bangunan tempat tinggal namun belum memiliki IMB dengan prosentase sebesar 10 %. Dari hasil wawancara dengan Responden yang belum memiliki IMB tersebut ditemukan fakta bahwa ketiadaan IMB diakibatkan oleh terlampau dekatnya jarak bangunan Responden dengan sempadan pantai. Sedangkan pada Responden  yang memiliki bangunan rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha dan belum mengantongi IMB dikarenakan jarak sempadan bangunan yang terlampau dekat dengan jalan raya yang mana hal ini melanggar ketentuan Perda RDTR sehingga IMB tidak dapat dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. Dengan demikian masyarakat juga turut memberi andil dalam ketidak-tegakkan hukum. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa hampir sebagian besar (80 %) Responden masyarakat tidak tahu tentang keberadaan dan substansi dari Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR. Hal ini tergambar dalam data pada tabel berikut. 
Tabel 4. Data Jawaban Responden Masyarakat tentang Keberadaan Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR

	No.
	Jawaban Responden Masyarakat 
	Frekuensi
	Prosentase

	1.
	Tahu
	2
	20 %

	2.
	Tidak Tahu
	8
	80 %

	3.
	Ragu-ragu
	-
	-

	
	
	
	

	
	Total
	10
	100 %


Dengan demikian, kehadiran Perda saja tidak cukup menjamin penegakan hukum atas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Kota Kupang karena mentalitas yang baik dari aparat penegak hukum merupakan kunci dari penegakan hukum itu sendiri.
Penutup

Kesimpulan

1. Kontradiksi Substansi Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda Rencana Detail Tata Ruang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : (a)  Perda RTRW dan Perda RDTR dibuat dengan kurang mempertimbangkan  aspek lingkungan hidup di wilayah pesisir ; (b) Kajian dan analisis yang kurang cermat saat membuat rancangan Perda RTRW ; (c) Kentalnya ego sektoral para pihak yang menyusun dan mengusulkan rancangan Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR.
2. Perda Pengeloaan Pesisir dan Perda RTRW tidak dapat menjamin  penegakan hukum atas kegiatan pembangunan di wilayah pesisir disebabkan oleh beberapa hal : (a) Mental aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya taat pada aturan hukum yang ada; (b) masyarakat sebagai pihak yang melakukan pembangunan memiliki pengetahuan yang minim tentang Perda Pengelolaan Pesisir, Perda RTRW dan Perda RDTR sehingga lebih mengutamakan keuntungan ekonomis daripada keamanan dan kenyamanan diri serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang ada di wilayah pesisir.
Saran
1. Perda Pengelolaan Pesisir perlu dirubah serta dibuatkan Renstra dari Perda Pengelolaan Pesisir tersebut. Perda RTRW dan Perda RDTR juga perlu dirubah beberapa ketentuan pasalnya yang saling kontradiksi. 

2. Sanksi bagi yang melanggar ketiga Perda tersebut perlu diterapkan secara adil dan tegas. Mentalitas aparatur penegak hukum perlu lebih ditingkatkan karena jika bukan atas dasar hukum maka dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan pelanggaran ketentuan hukum dalam pembangunan di wilayah pesisir.
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� Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Perda Pengelolaan Pesisir.


� Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Perda RTRW.


� Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 jo. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang tahun 2011-2031 selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat menjadi Perda RDTR.


� Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum; Perkembangan metode dan pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 191-192


� Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25


� Wawancara dilakukan pada tanggal 15 september 2015, pukul 09.08-10.08 WITA.


� Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sebelumnya diatur dalam UU. No. 27 tahun 2007 mengalami perubahan pada tanggal 15 januari 2014 menjadi UU. No. 1 tahun 2014. Perubahan hanya dilakukan terhadap beberapa pasal/ketentuan saja.


� Responden adalah Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (FisPra) pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang. Wawancara dilakukan pada senin, 3 agustus 2015 ; pukul 08.00 sampai dengan 10.30 WITA. 


� Selanjutnya dalam tulisan ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang aan disingkat dengan Bappeda Kota Kupang.


� Responden Kepala Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan pada kantor DPRTR. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 juli 2015, pukul 12.00 hingga 14.00 WITA.


� Responden adalah Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Ikan. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 juli 2015 pukul 09.30 sampai dengan 10.55 WITA.


� Pernyataan dari Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (FisPra) pada Kantor Bappeda Kota Kupang. Wawancara dilakukan pada senin, 3 agustus 2015 ; 


� Sumber data primer berupa foto papan nama pemberitahuan nama proyek pembangunan Hotel Barata yang ada di depan lokasi proyek di Kelurahan Kelapa Lima. 


�Advice Plan (Rekomendasi Ruang) adalah pekerjaan memberikan informasi/pertimbangan/rekomendasi tentang peruntukan lahan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknis Ruang. Definisi ini diperoleh dari website: bpptkotakupang.info/info_ijin-2.html, data diakses pada 14 maret 2016, pukul 11.38 WITA. Dengan demikian, Advice Plan merupakan  keterangan rencana tata kota/kabupaten bagi warga yang ingin membangun sebuah bangunan. Advice Plan memberi petunjuk tentang apakah suatu bangunan yang akan dibangunan pada wilayah tertentu telah sesuai dengan peruntukan wilayah tersebut atau tidak, yang mana peruntukan wilayah tersebut tertera dalam Perda RTRW dan Perda RDTR. Jika sesuai maka Advice Plan dapat diberikan, jika tidak sesuai maka Advice Plan tidak dapat diberikan. 


� Advice Plan dan UKL-UPL merupakan 2 dari 14 berkas syarat yang harus dipenuhi saat pengurusan IMB pada kantor BPPT. Hal ini didasarkan pada data BPPT Kota Kupang yang diperoleh dari � HYPERLINK "http://kupangkota.go.id/?page_id=4854" �http://kupangkota.go.id/?page_id=4854�, data diakses pada 8 agustus 2015 pukul 22.04 WITA


� Perda RDTR pasal 24 ayat 3 huruf b menyatakan bahwa jaringan jalan nasional dengan fungsi jalan arteri primer pengaturan RUMIJA untuk jalan timor raya adalah 20 meter. 


� Selengkapnya dapat dibaca pada Robert B. Seidman, Ann Seidman dan Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, ELIPS II, _______, hlm. 18-21


� Selanjutnya dalam tulisan ini Satuan Polisi Pamong Praja akan disingkat dengan Satpol PP


� Penelitian ini melibatkan 10 orang Responden, masing-masing 6 orang di wilayah Kelurahan Pasir Panjang dan 4 orang di wilayah Kelurahan Kelapa Lima.


� Perda RDTR khususnya pasal 44 ayat (2) huruf a ditetapkan bahwa sempadan pantai adalah minimal 15 meter dari pasang tertinggi.
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